
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian.  

 
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam 

agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena 

perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang 

kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah 

berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh 

layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah 

bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan 

kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk 

meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal 

dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang 

berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak 

yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa 

untuk bisa memenangi kompetisi global. 

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2014-2019 

diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang 

lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok 

masyarakat yang salama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. 
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Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan 

kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya 

beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya 

penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk 

miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang 

tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh 

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan 

pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib 

Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2008, 

APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2015 telah mencapai 88,68%. 

Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2010 dengan APK 

minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak 

usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. 

Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah 

masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga 

kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.  

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-

undang dan upaya peningkatan pendidikan yang bermutu, Pemerintah 

melanjutkan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 

SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta 
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sekolah keagamaan non Islam setera SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.  

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) bertujuan untuk 

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi 

siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih 

bermutu sampai tampat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran 

program BOS  adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun 

swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak 

termasuk sasaran dari program BOS  ini. Selain itu, Madrasah Diniyah 

Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS , karena siswanya 

telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS . 

Kementerian Agama yang menangani pendidikan Madrasah dan Pesantren 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Salah satu 

indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka  

Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah 

mencapai 11,5% dan MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar 

12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% dan 

MTs/PPs Wustha telah berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%. Dengan 

demikian, maka program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target 

deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara 

signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, 

mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan 
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orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas 

madrasah. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya 

satuan dan mekanisme penyaluran. Mulai tahun 2011, mekanisme penyaluran 

dana BOS pada madrasah negeri dan madrasah swasta/PPS 

mengalami perubahan, yaitu penyalurannya melalui DIPA untuk madrasah negeri 

dan untuk madrasah swasta dan PPS langsung ke rekening madrasah swasta/PPS 

dari KPPN tanpa melalui rekening penampung. Begitu pun madrasah negeri, 

penyaluran dana BOS dilakukan langsung pada DIPA Satker Madrasah dengan 

tersebar pada AKUN-AKUN kegiatan yang sesuai dengan perencanaan madrasah. 

Pada tahun 2015 pemerintah telah melakukan penambahan biaya satuan dana 

BOS, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dalam menjalankan amanat Undang-Undang. 

Pelaksanaan  Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) bertujuan 

untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan 

bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang 

lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik 

menyangkut aspek kelembagaan maupun teknis operasional. Salah satu sekolah 

yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) adalah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) di 

lingkungan Kementerian Agama, telah dikeluarkan Keputusan Dirjen Pendidikan 

Islam Nomor 361 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan Keputusan Dirjen 
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Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2016 tersebut dijelaskan 

bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional 

non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. 

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia 

adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak 

langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun 

demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang 

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh 

dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS. 

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 tahun yang bermutu, banyak 

program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan 

publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan 

perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik. 

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib 
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Belajar 12 Tahun, maka setiap pengelola program pendidikan harus 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan dasar hingga menengah yang bermutu. 

b. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak boleh ada siswa miskin putus 

sekolah karena alasan finansial, seperti tidak mampu membeli baju 

seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; 

c. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat MI dapat melanjutkan ke 

tingkat MTs/ sederajat dan tingkat MTs dapat melanjutkan ke tingkat 

MA/sederajat; 

d. Kepala Madrasah mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya 

untuk diajak kembali ke bangku madrasah; 

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan 

dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan 

Komite Madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung 

implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk 

memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian 

fleksibilitas yang lebih besar  untuk mengelola sumber daya madrasah, dan 

mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di madrasah. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

berbagaimasalah terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dan 

penggunaan dana BOS oleh sekolah. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Keputusan Dirjen Pendidikan 

Islam Nomor 361 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai”. 

1.2.  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, jelas bahwa luasnya 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah yang lebih 

bersifat spesifik, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah 

Implementasi Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun 

Anggaran 2016 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten 

Serdang Bedagai? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Implementasi 

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2016 pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai.
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1.4.  Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi Keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) di  

Lingkungan Kementerian Agama . 

2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian 

di bidang implementasi kebijakan bidang pendidikan. 
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